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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
- KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Nomor : 005 /lOSS/BPPM/2011 "N 62 75 279
TENTANG fei oree) er (2o 394
-

IZIN OPERASIONAL TK ISLAM TERPADU NAMIROH JAYA 1
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA BADAN PERIZSNAN DAN PENANANMAN MODAL .
KABUPATEN OGANM KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat mempero’eh perdidikan tingkat
Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Namiroh Jaya 1 Desa Gajah Mati Kecamatan
Sungai Menang Nomor : 49/12/TK/2010 Tanggal 27 Desember 2010 dan Rekomendasi
dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering llir Normor 1.420/328/DS-
1/D.DIK/2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang persetujuan pemberian Izin
Operasional Sekolah Swasta dan sudah dllakukan veriflk asi tentang kelayakan Taman
Kanak Kanak Islam Terpadu Namiroh Jaya 1 Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai
Menang ;
b.. bahwa agar pelaksananan (zin Operasional Sekolah Swasta dapat berjalan dengan
baik, maka perlu untuk kepastian Proses Belajar dan Mengajar (PBM) serta

penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, periu
ditetapkan Izin Operasionalnya ;

c. bahwa untuk memenuhi sebagiaimana dimaksud huruf b te rsabut, maka perlu diatur dan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal
Kabupaten Ogan [Komering Ilir.

lengingat ~ : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah:Tingkat 1| dan

Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Rl Momor 1821} ;

2. Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara F!Il Takun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4437) ; ) ,

3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Deerah (Lembar
Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 383Q);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
' Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4438) -

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hu}

‘um Pendidikan (Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4965) :

7. Peraturan Pemerintah Nornor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan ‘Daarah Propinsl can Pemarintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negzra Republik Indonesia Nemor 4737) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5105) ;

10. F'eratu_ran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme
Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar

dan/atau Menengah dan Pengaku:n Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atay
Menengah Sebagal Badan Hukum Pendidikan: :

11. Peraturan.
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